WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR %6 TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang : a. hahwagtmamengkomodh-penzbahanketentuanperaturan
pf:rundangan terkait penetapan satuan biaya perjalanan
dmasdalamnegeri,makaperhldﬂakukanpembahanatas
Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2014

Palembang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan PezjalananDinasDaIamNegeri.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589j;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457, 8);




Anggota Dewan i Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 99
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

termasuk biaya ke terminal
tujuan ke dan ;

labuhan keberangkatan,_ dan
. bus/ stasiun/bandara/pe . " ya——




U. i bagaimanadimaksudpadaayat(l)hlmxfddapat
diberﬂ:ankepadawaﬁkota,WakﬂWalﬂmta,Pim;ﬁnandanAn@ota
DPRD, PNS_ Eselon M, dan PNS eselon mp selamag melakukan

dinas;

- dalam hal dipertukan tambahan hari maka Pelaksana SPD dapat
mengajukang]nkepadaPAdenganmelmcikan penambahan
o




a. Walikota dan Wakil Walikota; dan
b. PNS. '

C. untuk eselon I/ golongan IV;
d. untuk eselon IV/golongan II; dan
€. untuk PNS golongan II/1/CPNS.

dalamPasal?ayat(l)diberikanberdasarkanﬁngkatbiayaPexjalanaq

Dinas sebagaimanadimaksudpadaayat(l),dengnketentuansebagax

berikut: X

g 2 ai dibayarkan mmjt{iayarﬁlt.weldasarkan
bla??tat;?fx:g:?:t‘::lnsportasisesuaitingkatanpexja]anandmas;

cmayapengmapandlbayarkanseslmdenganBlayaRﬁl,dlkecualﬂ:an
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan merupakan batas

d.dalam hal telah mendapatkan fasilitas penginapan
diberikan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 7
ayat (6); p o
- uang representasi dibayarkan secara Lumpsum mmmkani.]i
eba’l:as tertinggi, untuk Perjalanan Dinas sebagalmar_-
da}amPasa16humfh,ﬁdakdibeﬁkanuan8mP!. s 22 den
f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya
bmjl-.’ Ps eauai Hin gka‘ tan biaya Perjalanan Dinas;

dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.




LAMPIRAN |

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR :

--------------------------------------

Jabatan

Unit Kerja

SKPD
dibamlkanamntdakdapatdﬂaksanakandlsebabkanadmyakepatumdmashmnya
»yangsangatnwndeeak/penungdanudakdapatdmmdayaml

.............................................

-----

........................

.........................

“{alasan pembatalan perjalanan dinas) sehubungan dengan pembatalan tersebut, dapat
_pdaksanaanpajalanandmasudak oleh pejabat / pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
digantikan seperiunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.




LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan dibawah ini -

Nama S eeetecccecencctcncensensennsnennannnenne. {(PA/KPA)

NIP :

Jabatan

Unit Kerja :

SKPD :
myatakandmganwsungguhnya,bahmPajahmansJammnbudmrkanSmmm

§ viaat Tanggal -..................... Dan SPD Nomor ........._._.. Tanggal........ ., an

Nama (Pelaksana SPD)

NIP

Jabatan

Unit Kerja

SKPD : )
dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan
BREVMON uovossocnsnssiscsnsansinios Tanggal ...t
Berkenaanden@npembatalantemehrt,bmyau'anmbenma ..................... dan
ﬁayapmginapanymg&hh&ﬂmhrﬁhayarhnambemePAhdalfdapaW
 / refund (sebagian / seluruh) sebesar Rp. «..........o.oveeeeeereemneenn.n.. , sehingga dibebankan
pada Rekening anggaran ................

Demikian surat pernyataan mldim;atden@nsebmmnyadmapahiladikmxd:anhan
ternyata surat pernyataan ini tidak benardanmemmbulkankenlsﬁnn;?fa:’aya
bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke nas




LAMPIRAN I1.a

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DAFTAR PENGELUARAN RIL

..................................




LAMPIRAN IL.b

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN
FASILITAS HOTEL / PENGINAPAN LAINNYA

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama T (Pelaksana SPD)
NIP ~
Jabatan
Unit Ker
SKPD

Memmmmmmmmmmmke .....
dari tanggal ... s/d ... Bulan .... Tahun —— benmﬁdakmnglmamﬁdﬁmsw/
o f iai

Demﬂdansumtpemyamaninidibuatdengansebenamyaseha@ihﬂengkapan




LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor
Tanggal
PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAT
i
2
3
4
5
6
T
8
9
Jumiah Rp
Terbilang
Palembang, ............ccocoooommeeiomniiii
Telah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar
23 S RD. eeeeeeeeeeeeeeeeeaeennnnn
Bendahara Pengeluaran Yang Menerima
( eereererecce e enaenes ) | ovenmenmionte o )
NIP NIP.
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG
yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang / Lebih : Rp
PA / KPA
§ oo cssmmmrmmaincn )




LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

---------------------------




I. Berangkat dari
geempatkedudukan)
Pada tanggal
Kepala
oo )
NIP
II. Tiba di ' .
Pada Tgl T
Kepala Pada tanggal
Kepala
J————
NIP : K J
HI. Tiba di Berangkat
Pada Tgl Ke st
Kepala Pada tanggal
Kepala
b otintiiinpmmamnonss e cmaticcis } | T
i L ——— ’
Pada Tgl e t dari
Kepala Pada tanggal
Kepala
o e } R S el R s }
NIP NIP
V. Tibadi Berangkat dari
Pada Tgl Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala
§ snecdouncsnnins i s s ) o, }
NIP NIP
VI. Tiba di Berangkat dari
Pada Tgl Ke
Kepala Pada tanggal
Kepaila
| i ) (e )
NIP NIP
VII. Catatan lain-lain
ViII. PERHATIAN :
PA/KPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas,
para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara
pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan mengenai
/ daerah menderita kerugian akibat keuangan negara / daerah apabila negara
kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.




4. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai
berikut:

(2)

S

@)

Pasal 22

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa-

a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPD;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan
Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan
Perjalanan Dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax/retribusi, dan/atau bukti
pembayaran moda transportasi lainnya;

d.bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riill, yang
dikeluarkan oleh badan wusaha yang bergerak di bidang jasa
penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/ penginapan; dan

€. laporan tertulis tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas.

a. Dalam hal bukt pengeluaran transportasi dan/atau penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan d tidak diperoleh,
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas keluar daerah dapat
menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Ill.a yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

b.Untuk pembayaran biaya penginapan yang tidak menggunakan
fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya dilengkapi dengan surat
permyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran Il.b yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya

Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.

(5) KPA mengesahkan bukti pengéluaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai
pertanggungjawaban UP dan bukti pengesahan Surat Perintah
Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran langsung
Perjalanan Dinas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal € 4gusyus 2015

13

Pit. WALIKOTA/PALEMBANG,

Diundangkan di Palembang HARNOJOYO

pada
SE

UCO

—

ggal © AgusTUS 2015
S DAERAH KOTA PALEMBANG

DAYAT

~™TTA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 36




